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1. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah 

Lembaga Kegijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia dan 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (kecuali Kecamatan) 

2. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah, perlu dilakukan strategi pengadaan sejak dari 

perencaan anggaran,  

3. Dengan anggaran yang semakin besar, kompleksitas dan kuantitas paket 

pengadaan diperkirakan akan semakin meningkat.  

4. Untuk tahun 2019 sesuai dengan APBD anggaran Belanja Kabupaten Kulon 

Progo adalah sebesar Rp. 1.711.750.557.033,88 (Satu trilyun tujuh ratus 

sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu 

tiga puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri dari : 

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 877.735.506.072,88 

BELANJA LANGSUNG terdiri dari Rp. 834.015.050.961,00 

- Belanja pegawai Rp.   57.904.444.259,00 

- Belanja barang dan jasa Rp. 338.617.148.516,00 

- Belanja modal Rp. 437.493.458.186,00 

Dari belanja langsung tersebut sesuai dengan Sistim Informasi Rencana 

Umum Pengadaan (SiRUP) sd tanggal 26 Agustus 2019,  dibelanjakan 

dengan metode sebagai berikut : 

Metode Pagu % Jumlah Paket Keterangan

e-Purchasing Rp.   47.662.450.291,00 6,14     175 paket        

Pengadaan 

Langsung 

Rp.   40.689.707.554,00 5,24     570 paket  

Penunjukan 

langsung 

Rp.       553.795.000,00 0,07       12 paket  

Tender/Seleksi Rp. 268.836.560.086,00 34,64     171 paket  

Swakelola Rp. 224.474.315.737,00 28,90   

 Rp. 194.095.778.034,00 25,01  Belum input 

di SiRUP 



 

Dari tebel tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah paket yang terbanyak 

adalah paket pengadaan langsung sebanyak 570 paket, dengan pagu 

Rp.40.689.707.554,-  Paket tersebut tersebar di seluruh OPD. 

 

5. Dari gambaran paket tersebut harus dilakukan straStrategi pengadaan dapat 

dilakukan dengan memperhatikan dan memetakan supply positioning model 

(SPM) yang meliputi routine, leverage, bottleneck, dan critical. Pemetaan 

ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara besaran dan tingkatan 

risiko pengadaan, yang memiliki hubungan dengan kinerja dan layanan 

suatu organisasi, secara sederhana bila belanja pengadaannya tinggi dan 

risikonya tinggi bagi kebutuhan organisasi, kategorinya critical. Jika 

belanjanya kecil dan risikonya kecil bagi organisasi, kategorinya rutin. 

6. Implementasi strategi pengadaan tersebut dapat dilakukan dengan 

menerapkan konsolidasi pengadaan, salah satunya dengan menurunkan 

besaran risiko dan menekan jumlah paket pengadaan atau mengarahkan 

basis supply positioning model pada posisi leverage. Dari rutin dinaikkan 

nilainya ke leverage. Kalau dari yang critical dan bottle neck diturunkan 

risikonya, sehingg masuk dalam pasar ideal di dalam proses pengadaan yang 

disebut dengan pasar leverage. 

7. Hal ini sesuai dengan  pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap : Perencanaan  

pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau 

persiapan pemilihan Penyedia. 

8.  Dimana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan oleh PA/ 

KPA/PPK dan/atau UKPBJ. 

9. Adapun tujuan dari konsolidasi adalah : Mengurangi aktivitas yang bersifat 

administratif (klerikal), Efisien waktu, sumberdaya, dan tenaga personil 

dalam proses pengadaan, Meningkatkan posisi tawar sebagai pembeli,  

Mengurangi resiko pengadaan dan Menghindari bertransaksi dengan pihak 

ketiga yang tidak memberikan nilai tambah 

 



 

 

10. Namun demikian masih dijumpai tantangan dalam pelaksanaan konsolidasi 

diantaranya : Mengurangi peran usaha kecil,  Lemahnya perencanaan dan 

koordinasi,  Sinkronisasi dengan kebijakan anggaran, dan SDM pelaksana  

11. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 88 Perpres 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa  Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling 

lambat 31 Desember 2020; 

Artinya bahwa mau tidak mau suka tidak suka konsolidasi harus 

dilaksanakan mengingat Pemkab Kulon Progo di tahun 2019 ini baru 

memiliki 6 JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

 

 

---------------a&a------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


